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ABSTRAK

Yohana Pranita (16060122) : Analisis Pengaruh Belanja Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Sumatera
Barat, dibawah bimbingan Bapak Dr.
Idris, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis; (1)
Sejauhmana pengaruh Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan di
Sumatera Barat (2) Sejauhmana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat dan (3) Sejauhmana Belanja Modal
dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama terhadap Ketimpangan
Pendapatan di Sumatera Barat.

Penelitian ini berjenis deskriptif dan induktif. Data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan data
panel yang diperoleh dari lembaga terkait untuk periode 2015-2018 kemudian
dilakukan analisis menggunakan model regresi panel dengan melakukan
pengujian asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, belanja modal dan
pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan
pendapatan. Selanjutnya secara parsial (1) Belanja Modal berpengaruh negatif dan
tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat (2)
Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan
Pendapatan di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian ini pemerintah dan lembaga terkait selaku
pemegang kendali dalam kegiatan ekonomi diharapkan dapat melaksanakan
otonomi daerah yang lebih efisien dan efektif dalam mencapai pembangunan
ekonomi yang lebih baik, khususnya dari belanja modal dan pertumbuhan
ekonomi sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi terhadap
daerah-daerah di Sumatera Barat.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan
Pendapatan
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah berupaya untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi
daerahnya yang tinggi. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain untuk
menciptakan pertumbuhan yang tinggi, harus diikuti dengan pengurangan tingkat
ketimpangan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang
umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pendapatan
merupakan suatu keadaan dimana terjadinya ketidakmertaan pendapatan suatu
masyarakat, sebagaimana pada satu kelompok masyarakat yang berpendapatan
rendah dan satu kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi.

Ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi fenomena penting yang
masih terus perlu dikaji dan dianalisis untuk menentukan kebijakan yang dapat
diambil dan digunakan oleh pemerintah agarlebih terarah, serta berjalan dengan
efektif dan efisien, dibawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang
dapat digunakan dalam wupaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketimpangan terjadi di setiap negara, baik itu negara miskin, negara sedang
berkembang maupun negara maju.

Distribusi pendapatan juga dialami di daerah Sumatera Barat. Pendapatan
daerah di Sumatera Barat masih mengalami ketimpangan pendapatan antar satu
daerah dengan daerah lainnya. Di Sumatera Barat ketimpangan pendapatan dapat
dilihat dari Gini Ratio. Salah satu metode untuk mengukur pemerataan

pendapatan adalah Gini Ratio (BPS, 2019).



Gambar 1.1
Perkembangan Gini Ratio, 2010-2018 di Sumatera Barat
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Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar
Menurut Badan Pusat Statistik dalam Berita Resmi Statistik tentang Tingkat

Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Sumatera Barat, pada September 2018,
tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur
menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,305. Angka ini turun sebesar 0,016
poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,321.
Sementara jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 sebesar 0,312,
tercatat penurunan yang relatif lebih kecil sebesar 0,007 poin.

Berikut gambaran ketimpangan pendapatan menurut Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat tahun 2015-2018 yang dilihat dalam Gini Ratio. Gini Ratio

menunjukkan ukuran ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan

(BPS, 2019).



Tabel 1.1 Ketimpangan Pendapatan Menurut Gini Ratio di Kabupaten/Kota
Sumatera Barat 2015-2018 (%).

Kabupaten/Kota Gini Ratio
2015 2016 2017 2018
Kab. Kepulauan Mentawai 0,28 0,31 0,32 0,31
Kab. Pesisir Selatan 0,28 0,27 0,30 0,26
Kab.Solok 0,29 0,31 0,29 0,30
Kab. Sijunjung 0,29 0,33 0,33 0,30
Kab. Tanah Datar 0,33 0,30 0,26 0,29
Kab. Padang Pariaman 0,30 0,26 0,28 0,30
Kab. Agam 0,31 0,29 0,28 0,26
Kab. Limapuluh Kota 0,33 0,27 0,26 0,28
Kab. Pasaman 0,30 0,30 0,26 0,27
Kab. Solok Selatan 0,38 0,31 0,30 0,31
Kab. Dharmasraya 0,36 0,30 0,25 0,26
Kab. Pasaman Barat 0,29 0,31 0,29 0,29
Kota Padang 0,35 0,35 0,34 0,34
Kota Solok 0,34 0,34 0,30 0,30
Kota Sawahlunto 0,33 0,32 0,30 0,31
Kota Padang Panjang 0,37 0,38 0,30 0,29
Kota Bukittinggi 0,34 0,33 0,31 0,34
Kota Payakumbuh 0,37 0,34 0,30 0,30
Kota Pariaman 0,33 0,34 0,30 0,32
Sumatera Barat 0,34 0,33 0,32 0,32

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar

Ukuran ketimpangan secara menyeluruh dalam pengukuran ketimpangan
adalah koefisien gini, yang bisa memiliki nilai berapa pun, berkisar dari 0
(kemerataan distribusi sempurna) sampai 1 (ketimpangan distribusi sempurna).
Bahkan bagi negara-negara yang distribusi pendapatannya mengalami
ketimpangan yang relatif tinggi memiliki koefisien Gini berada di antara 0,50 dan
0,70, sedangkan bagi negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata

memiliki koefisien Gini antara 0,2 dan 0,35 (Todaro dan Smith, 2011).



Berdasarkan tabel 1.1 Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota di Sumatera
Barat tahun 2015-2018 berfluktuasi. Ketimpangan pendapatan terendah di
Sumatera Barat pada tahun 2018 berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten
Agam, dan Kabupaten Dharmasraya dengan tingkat ketimpangan yaitu sebesar
0,26 persen. Hal ini disebabkan kerena pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat
dari tahun ke tahun mengalami penurunan sehingga terjadi ketimpangan yang
rendah. Ketimpangan pendapatan tertinggi berada di Kota Padang dan Kota
Bukittinggi yaitu sebesar 0,34 persen. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan
ekonomi di Kota Padang dan Kota Bukitiinggi memiliki tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan daerah lainnya di
Sumatera Barat. Sehingga ketimpangan pendapatan yang paling tinggi di
Sumatera Barat 2018 yaitu berada di Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Menurut Nangarumba (2015) perubahan pertumbuhan ekonomi
menimbulkan permasalahan yang salah satunya ketimpangan pendapatan.
Sedangkan berdasarkan teori Todaro dan Smith Kota Padang dan Kota
Bukittinggi tidak termasuk dalam kategori ketimpangan yang tinggi.Sumatera
Barat menjadi salah satu provinsi dengan pemerataan pendapatan masyarakatnya
tertinggi di Indonesia. Hal ini terukur dari rasio gini, yang menggambarkan
tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berdasarkan kelas pendapatan.
Berdasarkan wilayah tempat tinggal, rasio gini perkotaan lebih tinggi daripada
rasio gini di pedesaan. Meski secara umum menujukkan tren penurunan, namun
pada tahun 2017 mengalami kenaikan tipis (Republika.co.id, 2017) . Oleh karena

itu, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pasti selalu ada. Cara



membedakannya adalah melihat seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi
pada setiap daerah.

Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah
harus berkaitan dengan semua aspek yang berkontribusi terhadap perbedaan
pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah. Pada
prinsipnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagaimana
dinyatakan oleh Sjafrizal (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi bervariasi dari satu
daerah ke daerah lain, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh
potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan output dapat dilihat dari
besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan tiap
tahunnya. Bagi suatu daerah untuk melihat pendapatan daerahnya dilihat dari
jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan tiap tahunnya
(Rizky et al.,, 2016). Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga
berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pendapatan daerah yang selanjutnya
akan berdampak pada proses pembangunan dan menyangkut kesejahteraan dari
masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi
menjadi sasaran utama bagi negara-negara berkembang karena pertumbuhan
ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan barang dan jasa yang
di produksi masyarakat.

Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh suatu daerah digunakan untuk
membiayai segala kegiatan pemerintah daerah tersebut termasuk salah satunya

dalam hal pembangunan. Akan tetapi, menurut Mahardiki dan Santoso (2013),



proses pembanguan tidak selalu berjalan sesuai rencana, terdapat beberapa daerah
mengalami laju pembangunan yang cepat sementara daerah yang lainnya
mempunyai laju pembangunan yang lambat.

Berikut Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota 2015-2018 di Sumatera Barat.

Tabel 1.2Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota 2015-2018 di Sumatera

Barat (%).
Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan PDRB
2015 2016 2017 2018
pab. Repulauan 520 502 512|491
Kab. Pesisir Selatan 5,73 5,33 5,41 5,35
Kab. Solok 5,44 5,31 5,32 5,22
Kab. Sijunjung 5,69 5,26 5,26 5,09
Kab. Tanah Datar 5,33 5,03 5,11 5,07
Kab. Padang Pariaman 6,14 5,52 5,58 5,46
Kab. Agam 5,52 5,41 5,43 5,26
Kab. Limapuluh Kota 5,61 5,32 5,33 5,26
Kab. Pasaman 5,34 5,07 5,08 5,00
Kab. Solok Selatan 5,35 5,12 5,15 5,03
Kab. Dharmasraya 5,75 5,42 5,44 5,31
Kab. Pasaman Barat 5,70 5,33 5,34 5,24
Kota Padang 6,41 6,22 6,23 6,09
Kota Solok 5,97 5,76 5,76 5,68
Kota Sawahlunto 6,03 5,73 5,74 5,52
Kota Padang Panjang 5,91 5,80 5,80 5,73
Kota Bukittinggi 6,14 6,05 6,08 6,02
Kota Payakumbuh 6,19 6,09 6,12 6,05
Kota Pariaman 5,79 5,59 5,61 5,50
Sumatera Barat 5,53 5,27 5,30 5,16

Sumber.: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar



Data diatas merupakan persentase dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB
atas dasar harga konstan masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dari
tabel 1.2 dapat diambil kesimpulan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera
Barat berfluktuasi selama periode 2015-2018. Pertumbuhan PDRB di daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki laju pertumbahan yang rendah
dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumatera Barat yaitu sebesar 4,91 persen,
dan laju pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2018 termasuk
yang paling terendah selama 2015-2018. Dengan indeks Gini yaitu sebesar 0,31
persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
memiliki hubungan positif terhadap distribusi pendapatan. Yang artinya jika
pertumbuhan ekonomi menurun maka ketimpangan pendapatan juga akan
mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan oleh rendahnya lajupertumbuhan PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Gini ratio Kabupaten Kepulauan
Mentawai sebesar 0,31 persen di tahun 2018.

Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berada di Kota Padang dengan PDRB
sebesar 6,09 persen, dikarenakan Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera
Barat didukung oleh infrastruktur yang lengkap dan memadai sehingga
mendukung perekonomian daerah tersebut. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi
memiliki hubungan yang positif terhadap distribusi pendapatan. Artinya, jika
terjadi penurunan pada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan
pendapatan. Hal ini dibuktikkan dengan Gini ratio Kota Padang tahun 2018 yaitu

sebesar 0,34 persen.



Semakin tinggi peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka
semakin tinggi juga tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah. Hubungan
antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan positif. Jika
pertumbuhan ekonomi meningkat, ketimpangan pendapatan akan meningkat.
Sebaliknya, jika ketimpangan pendapatan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan
meningkat juga (Djohan et al., 2016).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025, telah dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk
mencapai pendapatan rata-rata tinggi dan pembangunan ekonomi yang adil antar
daerah, serta mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Target RPJPN dibayangkan pada tahun
2005-2025 hanya mampu mencapai target peningkatan pertumbuhan ekonomi
nasional, tetapi belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah.
Peran pemerintah daerah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di
daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil
pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga berguna untuk
menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Menurut Todaro dan
Smith (2011) salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap
negara adalah akumulasi modal. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari
pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar

output dan pendapatan dikemudian hari.



Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan
pembangunan. Dalam melakukan penanaman modal tidak hanya pihak swasta,
pihak pemerintah pun juga ikut berperan dalam melakukan pembangunan.
Misalnya saja pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan
penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur disebut
dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan
dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai
sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja
Modal mewakili biaya dalam pengadaan infrastruktur, dimana semakin baik
infrastruktur yang berkualitas dan semakin banyak infrastrukturdiyakini dapat
mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan (Rizky et al., 2016). Dalamrealisasi
pendapatan dan pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-
2018.

Tabe 1.3 Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintahan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016-2018 (Ribuan Rupiah)

Alokasi Anggaran 2016 2017 2018%)
Belanja Langsung 1.903.593.197,54 | 2.093.842.821,72 | 2.637.361.836,74
a. Belanja Pegawai 18.302.036,32 113.099.206,04 28.411.330,00
b. Belanja Barang dan Jasa 895.361.389,79 | 867.235.428,58 | 1.495.885.893,47
c. Belanja Modal 989.929.771,43 | 1.113.508.187,10 | 1.113.064.613,27

Sumber.: Badan Pusat Statitik, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2017-2018
Catatan : *) data APBD

Alokasi belanja langsung didominasi untuk kebutuhan belanja modal, yaitu
sebesar 1.113,51 miliar rupiah. Pengeluaran terbesar kedua digunakan untuk

belanja barang dan jasa, yaitu sebesar 867,23 miliar rupiah. Adapun alokasi
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belanja modal Sumatera Barat dapat di lihat pada Realisasi Belanja Modal
menurut Kabupaten/Kota 2015-2018 di Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4 Realisasi Belanja Modal dan Laju Pertumbuhan Belanja Modal di
Sumatera Barat Tahun 2015-2018

Belanja Modal
Tahun (RibuaJn Rupiah) | Pet (o)
2015 3.442.418.870,60 0,18
2016 4.215.504.276,48 0,22
2017 4.298.471.477,98 0,02
2018 3.848.183.743,09 -0,10

Sumber :Badan Pusat Statitik, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2015-2018

Pada tabel 1.3 realisasi belanja modal menurut kabupaten/kota 2015-2018 di
Sumatera Barat memiliki angka tertinggi di tahun 2017 yaitu sebesar
4.298.471.477,98 ribu rupiah. Belanja modal pada data di atas mengalami
peningkatan pada setiap tahunnya kecuali tahun 2018 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal tahun 2018 mengalami
penurunan disebabkan tingginya kebutuhan bidang pendidikan yang mesti
ditanggung Sumatera Barat pascapengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi
membuat porsi belanja modal di Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
tahun 2018 merosot. Kemerosatan belanja modal yang notabene untuk kebutuhan
infrastruktur jauh dari target nasional (harianhaluan.com, 2017).

Belanja modal pemerintah daerah juga mengalami penurunan akibat
tertundanya 186 proyek infrastruktur di Sumatera Barat (Bank Indonesia, 2018).
Hal ini dibuktikkan dalam realisasi belanja langsung lebih banyak di peruntukkan
untuk belanja modal dan untuk belanja barang dan jasa. Yang artinya kebutuhan
untuk meningkatkan pembangunan yang lebih baik dan terarah dalam suatu

perokonomian. Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan
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infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut
perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Pertumbuhan Belanja Modal di
Sumatera Barat Tahun 2015-2018.

Gambar 1.2

Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Pertumbuhan
Belanja Modal di Sumatera Barat Tahun 2015-2018 (%)

6
: M ‘ c oN —’ 516
4
3 =@==_aju Pertumbuhan PDRB
2 == Laju Pertumbuhan
Belanja Modal
1
0 == T . =0}
2015 2016 2017 2018
-1

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar(data diolah)

Pada gambar 1.2, data laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan
belanja modal di Sumatera Barat berfluktuasi. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan
PDRB adalah sebesar 5,53 persen dengan laju belanja modal adalah sebesar 0,18
persen. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB menurun sebesar 0,34 poin
menjadi 5,27 persen dan mengalami peningkatan pada laju pertumbuhan belanja
modal sebesar 0,04 poin menjadi 0,22 persen. Pada tahun 2017 laju PDRB naik
sebesar 0,03 persen sedangkan laju pertumbuhan belanja modal turun sebesar 0,20
poin menjadi 0,02 persen. Hingga tahun 2018 laju pertumbuhan PDRB adalah

sebesar 5,16 dan laju pertumbuhan belanja modal sebesar -0,10. Seperti yang telah
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dijelaskan sebelumnya bahwa realisasi belanja modal meningkatkan kebutuhan
untuk pembangunan yang lebih baik dan lebih terarah dalam suatu
perekonomian.Sehingga belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.

Dalam upaya mengatur pengeluaran pemerintah merupakan komponen yang
perlu di perhatikan dalam mengendalikan suatu perekonomian. Salah satu
pengeluaran pemerintah yang produktif yaitu belanja modal akan mempengaruhi
tingkat pertumbuhan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran yang
digunakan dalam belanja modal yaitu berupa penyediaan infrastruktur seperti
pengadaan tanah, listrik, transportasi, sarana dan prasarana, pendidikan dan
kesehatan. Pada sektor publik alokasi belanja modal sangat dibutuhkan, karena
disamping dapat memberi efek langsung pada peningkatan pendapatan
masyarakat di suatu daerah tersebut melalui implementasi program-program padat
karya, juga secara tidak langsung melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi
bagi suatu perusahaan.

Melalui alokasi belanja modal yang secara optimal bersinergi dengan
alokasi belanja lainnya, pada tujuan makro ekonomi, khususnya yang terkait
dengan pertumbuhan ekonomi dan kemerataan ketimpangan pendapatan
terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan publik masyarakat akan
meningkatkan investor melakukan penanaman modal yang akan mampu
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat ketimpangan yang

ada (Putri & Natha, 2014).
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Djohan et al., (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa
variabel yaitu variasi pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang sangat
kecil dan negatif, tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi memiliki
pengaruh kecil dan negatif, tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan
pendapatan.Selanjutnya, variasi dalam pengeluaran pemerintah memiliki efek
positif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana pengeluaran
pemerintah pada penelitian ini dihitung secara total. Penelitian ini hanya meneliti
efek dari variasi dalam pengeluaran pemerintah untuk variasi dalam pertumbuhan
ekonomi dan ketimpangan daerah antara provinsi-provinsi di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh secara langsung
maupaun secara tidak langsung dari belanja modal dan pertumbuhan ekonomi
terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian, metode
penelitian dan tempat penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel
endogen ketimpangan pendapatan dengan variabel eksogen belanja modal dan
pertumbuhan ekonomi. Penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai bahan
referensi untuk kelengkapan teori pada skripsi penulis. Sehubungan dengan
penjelasan diatasdapat diketahui adanya pengaruh belanja modal terhadap
ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat serta pengaruh pertumbuhan ekonomi
terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan
medel analisis regresi panel. Maka penulis ingin mengkaji pengaruh antara

keduanya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dituangkan dalam
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bentuk skripsi berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan

Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Barat”

B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka dapat

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1.

Sejauhmana pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di
Sumatera Barat?

Sejauhmana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan
pendapatan di Sumatera Barat?

Sejauhmana pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi secara

bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan
pendapatan di Sumatera Barat.

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan
pendapatan di Sumatera Barat.

Untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi
secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat.

Manfaat Penilitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka manfaat dari penelitian ini adalah:
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Bagi penulis

a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang
penelitian ilmiah.

b) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata
Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai tambahan Khazanah ilmu ekonomi terutama yang berkaitan dengan

Ekonomi Keuangan Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan

sehingga dapat menjadi sumber referensi keilmuan ekonomi.

Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan bagi

pemerintah atau instansi untuk menentukan kebijakan yang dapat diambil

pemerintah agar lebih terarah, serta berjalan dengan efektif dan efesien
dalam melaksanakan pembangunan. Dan sebagai referensi ilmu

pengetahuan bagi Peneliti selanjutnya.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis regresi dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap
hasil penelitian antara variabel dependen terhadap variabel independen yang
telah dijelaskan diatas, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial belanja modal tidak memberikan pengaruh signifikan

terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat.

2. Secara parsial pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh signifikan
terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat.

3. Secara simultan variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan
pendapatan di Sumatera Barat. Yang berarti apabila terjadi perubahan
yang positif secara simultan antara belanja modal dan pertumbuhan
ekonomi sebagai variabel independen tersebut maka akan

mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tentang analisis balanja modal terhadap
pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat, maka

dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya dapat lebih meningkatkan belanja modal karena

berkaitan dengan fasilitas publik. Balanja modal perlu dialokasikan

72
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lebih efektif dan efisien agar penggunaan sumber dana bukan hanya
untuk belanja rutin namun lebih ditekankan pada belanja modal.
Sehingga realisasi belanja modal menjadi lebih terarah dan lebih
efisien.

. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan otonomi daerah yang
dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang lebih
baikakan mengurangi tingkat pendapatan diharapkan pemerintah bisa
membuka lapangan pekerjaan sehingga tingkat pendapatan suatu

daerah bisa lebih merata.
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